BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR #&© TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN UNSUR PENGARAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEPARA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! JEPARA,

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal $

Perda 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daeraly Kabupaten Jepara, maka perl
ditetapkan tata cara pemilthan unsur pengarah
pada Badan Penanggulangan Bencana
DaerahKabupaten Jepara;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a perhu
ditetapikan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tertang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,

Undang-Undang Namor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah diubah beberupa kali terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Alas Undung-Undang 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 359, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan amtara Pemerintah Pusat
dan Pemerimah Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);



10.

11.

LE ]

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran  Negara
Republik  Indones’a Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomer 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 temtang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembarun Negara Republik
Indonesia. Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggarann Pemerintahan Daersh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia. Nomor 4593);

Persturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemeri ntahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2007, Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737,

Persturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Persturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Penyelenggarman Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lemberan Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemeriniah Nomor 22 Talhun 2008
tentang Pendanaan Dan Pengeloiaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829}

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008
tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan
Lembagn Asing Non  Pemerintah Dalam

ngan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik hdonesia

Nomor 48305



. Peraturan Pressdenn Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Dacah Kabupaten Jepara Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
mergacti Rewenangan Pemerintahan  Daerah
Kabupaten Jepara {Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2

. Peraturan Daemh Kabupaten Jepara Nemor 17
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan  Bencana Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepars Tabun 2011 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Daemh Kabupaten Jepara Nomor 135).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG TATA CARA

PEMILIHAN UNSUR PENGARAH BADAN
PENANGQGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
JEPARA

BAB [
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
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Dacrah adslah Kabupsten Jepars;

Pemerintah Dserah adalah Bupati dan Perangkat Daersh scbagai
unsur penyelenggara pemerintahan dacrak

Bupsti adalsh Bupati Jepara;

Sekretaris Dacrah adalah Sekretarin Daerah Kabupaten Jepara;
Badan Penanggulangan Bencana Dacrah yang sclanjutnya disingkat
BPBD ldlllh Badan Penanggulungan Bencana Daecrah Kabupaten

Pmyc]crw penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara
scrangkaian upaym yang meliputi penetapan kebiiakan

lpmngumnmbemkonnhulnﬂbenmmn

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Dacrah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geogefis,
sosial, budaya, politik, ¢konomi, dan teknologi pada suatu wilavah
urkuk jangka wakiu tertemtu yang mengurangi  kemampuan
mencegah, mersdam, mencepai kesiapan, dan  mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
Lembagn independen adalah lembaga/organisasi yvang mempunyai
untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur
pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan

atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan
calon anegeota unsur pengarah penanggulangan bencana.



BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS! UNSUR PENGARAH
Pasai 2

Unsur pengareh penanggulangan bencana yang selanjutnya dise bu
Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjaweb langsung
kepada Kepala BPBD.

Panal 3

Unsur Pengarah mempunyvai tugas memberikan masukan dan saran
kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugss sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Unsur Pengarah menyelenggaraken fungsi :

& perumusan kebijakan penanggulangan bencanadaerah;

b pemantavan;

¢ evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB 11
KEANGGOTAAN UNSUR PENGARAH
Pasal 5

Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan schagai
beriou :

A Ketua Unsur Pengarah dijabet oleh Kepala BPBD,

b. Anggota unsur pengarah berssal dari:
1) lembaga/instansi pemeriniah dagah yakni deri badan/dinas
terkait dengan penanggulangan bencana,
2 masyaraks profesimal yakni dari pakar, profesional dan tokoch
masyarakat di daeah .

c. Jumilah Anggota Ursur Pengarah BPBD Kabupaten Jepara berjumlah
9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 imaj pejabat instansi/lembagn
pemerintah  daerah dan 4 (empaty anggota dari  masyarakat
profesional di daguh .

Pasal 6

Anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah
terdiri dagi:

Dinas Bina Marga, Pengsiran dan ESDM,

Dinas Cipta Karva, Tata Ruang dan Kebersihan,

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Badan Pemberdavaan Masyvarakat dan Desa

Satpol PP
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BAB [V

MEKANISME DAN PERSYARATAN PEMILIHAN UNSUR PENGARAH
DAR] MASYARAKAT PROFESIONAL

Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional  ditetapkan
berdasarkan proe i ur pemilihan dan seleksi.

Bagian Kedus
Persvaratan
Pasal 8

Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profizsional

adalah sebagai berikiut :

& Warga Negara Indonesia

bi Sehat jasmani dan rohani

Berkelakuan baik

Berusia serendah-rendahnya 30 (iga puluh tahun dan setinggi-

tingginya 60 {enam puluhj tahun

Memiliki pengetahuan  akademis dan pengalaman  dalam

penanggulangan bencana

Non-partisan

Tidak berstatus ascbagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri,

kecuali dosen yang telah mendapat {jn dari pejabat yang berwenang.

J) Berdomiaili di daermh yang bersangkutan/berasal dari deerah vang
bersangiutan,

“gs S22 oo

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Scleksi
Pazal 9

(1) Pendaflaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada
masyarakat dan diuthumkan melahii med.a.

(2) Pendaftaran dan eeleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, vang
ditunjuk/ditetapkan cleh Kepala BPBD.

Pasal 10

Penyampaian hasi] seleksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2), adalah selgai berikut:

{llLembags independen menvampaikan hasil seleksi kepada Kepala
BPBD Kabupaten.



(2) Kepala BPBD HKabupeten mengusulkan 8 (delapan) calon acggoca
unsur pengarah dar masyarakat profesional hasil pemilihan, ke mds
Bupati atau 2 {dua) keli lipat secara proporsional dan jumlah anggota
unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk dilakukan ws
kepatutan oleh DPRD Kabupaten

(3) Calon anggota unsur pengaruh yang dinyatakan lulus uji kepatutan
dm uji kelaynkan disampaikan olch DPRD kepada Bupati untuk
ditetapkan ma:b:gm ﬁ;nmm unsur pengarah  penanggulangan

(4)BPBD mengumumkan kepada masyarakat has hasil uj kepatutan
mclalui media.

Bagian Kecempat
Penetapan dan Masa Jabatan
Pasal 11
{1} Pengangkatan anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Bupati.

2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga
pemerintah daerah dilakukan seauai dengan peraturan perundangan.

{3 Masa jabalan enggota unsur pergarah dari masyarakat profesional
sclama S (lima) tahun.

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota
Pasal 12

(1) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari lembaga/instansi
pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketenuan peraturan

perundang-undangan.

{2} Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profiesional
dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari
DPRD Kabupaten Jepara

Bagian Keenam
Pergamtian Antar Waktu
Pasal 13

{1}Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena
alasan scbagai berilat :
a. meninggal dunia.
b tdak lagi menduduki jabetan di instansiya bagi pegawai neger
sipil dan anggota TNI/ Poln.



¢ mengundurkan din scbagai anggota unsur pengarah aas
kemauan sendiri.

d tdak dapat memenuhi kewnjiban scbagai anggota unsur pengarah
dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah
mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap,

(2) Calon pengganti anggota unsur pengarah dar instansiflembega
pemerintah harus berasal dari instansiflembaga yang diwakilinya,

(3} Calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat prdiesional berasal

dari calon anggota yang tdah mengikuti uj kepatutan dan uj
kelayakan dan mendapat persetujuan dan DPRD.

BAB V
KETENTUAN PENLITUP
Posal 1]

Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupeti ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Osterbar 200

BUPATI J j
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Diundangkan di Jepara
pada tanggnl 38 Nasamper 200N

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA
DLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 44¢



